
Susunan Organisasi Bapenda Kutai Timur 

Struktur organisasi terdiri dari: 

1. Kepala Badan 

 Pimpinan tertinggi Bapenda  

 Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah  

 

2. Sekretariat 

Membantu kepala badan dalam urusan administrasi dan umum, terdiri dari: 

 Subbagian Umum dan Kepegawaian  

 

3. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

Membawahi: 

 Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan Sosialisasi  

 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan  

Fokus: 

Pengembangan potensi pajak, analisis, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah. 

 

4. Bidang Penagihan dan Keberatan 

Membawahi: 

 Sub Bidang Penagihan  

 Sub Bidang Keberatan dan Banding  

Fokus: 

Penagihan pajak daerah serta penyelesaian keberatan/banding wajib pajak. 

 

5. Bidang Pendataan dan Penetapan 

Membawahi: 

 Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran  

 Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan  



Fokus: 

Pendataan objek/subjek pajak dan penetapan besaran pajak daerah. 

 

6. Bidang PBB-P2 dan BPHTB 

(Bidang khusus pajak tertentu) 

Membawahi: 

 Sub bidang terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)  

 Sub bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

Fokus: 

Pengelolaan pajak sektor tanah dan bangunan yang menjadi sumber PAD utama. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Berisi ASN sesuai keahlian tertentu  

 Mendukung tugas teknis di setiap bidang  

 

Kesimpulan 

Struktur organisasi Bapenda Kutai Timur disusun secara fungsional dan spesifik, mulai dari: 

 Pendataan → Penetapan → Penagihan → Evaluasi  

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara sistematis dan 

terintegrasi, sesuai prinsip akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. 
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